dpmptsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LAPORAN
EVALUASI PENGADUAN

TAHUN 2021 - JULI 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Panjaitan No. 89
Telp. (0334) 889822 — Fax. 894444
E-mail : dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67312




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, vyang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
Laporan Evaluasi Pengaduan ini pada Kegiatan Penanganan Pengaduan
Perizinan Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000
Jo  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk
mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah
Birokrasi Bersih  Melayani) yang dicanangkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN
dan RB) untuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
Maka dengan itu kami DPMPTSP membuka sarana pengaduan masyarakat
yang bernama “LAPOR SIGAP” memiliki tugas dan fungsi menerima dan
menangani laporan/pengaduan  terkait tentang perizinan, investasi ataupun
dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di DPMPTSP. Sarana tersebut
dibawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Satu
Pintu Kabupaten Lumajang. Pengaduan/ laporan yang masuk ditindaklanjuti oleh
Tim Penanganan Pengaduan dan dibantu juga oleh Dinas Teknis terkait.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan khususnya Analis Penilai Muda/ Sub Koordinator Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan |ll DPMPTSP Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan “LAPOR SIGAP” ini merupakan hasil Kegiatan Penanganan
Pengaduan Perizinan di periode 2021 — Juli 2022 yang kami sajikan berupa data
dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui bentuk saluran
pengaduan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pengaduan,
website, email, |G, Telepon Kantor, SMS/WA serta situs media online

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lumajang, Juli 2022
Mengetahui,
. :.;..; Penanaman Modal dan
gayanan Terpadu Satu Pintu
Ratiupatén Lumajang

=

NTP. 19‘7&16 199703 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan
globalisasi.  Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan
pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat
berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun. Potret
kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara
umum  belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan
masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan
masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan
yang cenderung lama dan  berbelit-belit  sehingga terkesan  sulit,
persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang
ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan,
kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan
hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna
pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2013 tentang  Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan  Publik Pasal 1
ayat (3) bahwa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah
satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan Publik.
Maka dengan itu DPMPTSP Kabupaten Lumajang Bidang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satu lembaga

yang menangani masalah pengaduan pelayanan publik seputar proses
perizinan.

Berdasarkan  Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu,
DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non
perizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait DPMPTSP
bertanggungjawab secara  administratif sedangkan tanggung jawab
teknis berada pada perangkat daerah terkait. Pengawasan dan
evaluasi setelah terbithya perizinan dan non perizinan dilakukan dan
menjadi  tanggungjawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan

ketentuan peraturan  perundang-undangan. Penanganan Pengaduan
Perizinan berada pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Penanaman Modal dan termasuk pada salah satu

pengelola yang menerapkan Pelayanan Manajemen PTSP  sebagai
Pengelola Pengaduan Masyarakat.
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Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat memiliki tahapan
kerja yang meliputi :

a. Menerima pengaduan atas layanan perizinan dan non perizinan,
memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi dan
memberikan tanda terima kepada pengadu;

b. Menelaah, mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian
pengaduan;

c. Memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi
pengaduan terkait langsung dengan layanan perizinan dan non
perozonan;

d. Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan
penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat
daerah terkait;

e. Menyampaikan informasi  dan/atau tanggapan kepada pengadu
dan/atau pihak terkait;

f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan;
dan

g. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun
dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kepuasan pelayanan
perizinan  kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya
kepada masyarakat atas partisipasinyga dalam menyampaikan keluhan
atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan, menciptakan
rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola
penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara
publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas
dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

B. SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pengaduan
Perizinan, sumber daya yang dialokasi pada Sub Koordinator Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Ill masih sangat terbatas, baik sumber daya
manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi
sumber daya tersebut sampai dengan Triwulan | Tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Ill dalam  melaksanakan tugas pokok dan fungsi
disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi. Adapun kompetensi
sumber daya manusia terdii atas Sub Koordinator / Analis Penilai
Muda (1 Orang) , Pengelola Data Informasi dan Pengaduan Publik (1 Orang)
dan JFT Pranata Komputer (1 Orang).
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2. Anggaran
Anggaran  yang digunakan untuk pelaksanaan  Penanganan
Pengaduan Perizinan bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang
Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.120.000,-

Sebelum Perubahan
““_‘ Usaian Rincian Penghitungan
Rekening [Koetisie Jumiah
- Satuan Harga PPn
1 2 3 4 5 6 7=3x5

5 1 2 2 1 0059 |Belanja Tagihan Telepon
'|1#1 Non Pemaketan Belanja Telep
I[-]H-h lep admin pengad:
FBdaranagim‘l'elepm
Spesifikasi : At B (2022-0) 12 bulan 225.000 2.700.000
-] Belanja telepon survey/ verifikasi lapangan perzinan
dan non perizinan
|Beban Jasa telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Biaya
T 12 butan 225,000 2.700.000

5. 1. 02 01 01 0052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat
[-] Rapat koordinasi Penyelesaian P
[5 Ay 2022.0) 216 | Orang/ kali 15.000 3.240.000
|Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa
Spesifikasi - makan (2022-0) 216 | Orang/ kali 30.000 6.480.000

Anggaran Sub Kegiatan| 15.120.000

3. Sarana dan Prasarana
DPMPTSP Kabupaten Lumajang menyediakan layanan “LAPOR
SIGAP” (Layanan Pengelolaan Pengaduan Pasti Tanggap), diantaranya
a. Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang
disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di DPMPTSP
b. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat
dimasukkan ke dalam kotak saran / pengaduan atau ditujukan ke
alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP), JI Panjaitan 89 Kabupaten Lumajang.
Website : dpmptsp.lumajangkab.go.id
E-mail Kantor : pengaduan.dpmptsp@I|umajangkab.go.id
IG : dpmptsp_kab_lumajang
Saluran langsung pada telepon kantor (0334) 889822
SMS Gateway Pengaduan /Whatssapp (0811-328-6464)
Instruksi Pimpinan

s@ ™0 a0
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BAB I
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

1. Status

Perizinan dan Non Perizinan Il di
Non Perizinan

Penanganan

DPMPTSP Kabupaten

Pengaduan

Lumajang dari mulai

Juli 2022 telah menerima pengaduan sebanyak 5 permmasalahan

Perizinan Sub Koordinator Pelayanan
Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan
2021 sd

2. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021
WAKTU
PENANGANAN
NO JENIS PERMASALAH | PENGADUAN TINDAK LANJUT KET
PENGADUAN AN TGL LAMA PENGADUAN
MASU | PROSE
K STL

1 | Melalui Perihal rumah 7 2 hari Telah direspon dan Status
telepon kost milik Bapak | Januari | kerja ditindaklanjuti oleh Selesai
pengaduan Rizal di Jalan 2021 DPMPTSP dengan
DPMPTSP Soekarno Hatta, melakukan verifikasi

Dusun lapangan, hasil
Panjunan, Desa verifikasi lapangan
Kutorenon, adalah sebagai
Kecamatan berikut :
Sukodono yang DPMPTSP
disinyalir terjadi Kabupaten Lumajang
perubahan menyarankan agar
fungsi usaha rumah kost
bangunan dari tersebut direlokasi ke
yang tempat lain
semestinya dikarenakan berdiri di
(rumah toko tanah milik PT KAL.
berubah Status tanah harus
menjadi rumah jelas, apabila usaha
kost) rumah kost tersebut
jadi direlokasi, maka
pemilik kost wajib
mengajukan izin
mendirikan bangunan
untuk lokasi yang
baru.

2 | Melalui media | Perihal menara | 19 4 hari Telah direspon dan Status
sosial telekomunikasi | Januari | kerja ditindaklanjuti oleh Selesai
(Whatsapp) milik PT Daya 2021 DPMPTSP dengan
DPMPTSP Mitra melakukan verifikasi

Telekomunikasi lapangan, hasil
yang diberitakan verifikasi lapangan
tidak berizin adalah sebagai
berlokasi di RT berikut :
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WAKTU
PENANGANAN
NO JENIS PERMASALAH | PENGADUAN TINDAK LANJUT KET
PENGADUAN AN TGL LAMA PENGADUAN
MASU | PROSE
K STL
1 RW 1 Desa 1.Warga yang
Grati mengadu tidak
Kecamatan menyertakan identitas
Sumbersuko secara pasti,
Kabupaten sehingga informasi
Lumajang lapang diperoleh dari
warga dengan jarak
rumahnya paling
dekat dengan
menara.
2. Bahwa menara
telekomunikasi yang
diadukan sudah
memiliki IMB sejak
tahun 2019.

3 | Melalui Perihal 19 2 hari Telah direspon dan Status
pengaduan pendirian papan | Maret kerja ditindakianjuti oleh Selesai
langsung ke reklame di 2021 DPMPTSP dengan
kantor Dusun melakukan verifikasi
DPMPTSP Kertosari, RT lapangan, hasil

23, RW 3, Desa verifikasi lapangan
Tempeh adalah sebagai
Tengah, berikut :
Kecamatan DPMPTSP
Tempeh yang Kabupaten Lumajang
disinyalir dapat menyarankan agar
menimbulkan pembangunan papan
kerusakan reklame tersebut
tembok pabrik dihentikan sementara
penggilingan dan papan reklame
padi tersebut tersebut direlokasi ke
tempat lain
dikarenakan berdiri di
dekat tembok pabrik
penggilingan padi
tersebut dan pemilik
reklame tersebut
segera melengkapi
perizinannya.

4 | Melalui Permohonan 08 09 Telah direspon dan Status
website agar petugas Novem | Novem | ditindaklanjuti oleh Selesai
laporlumajang. | stempel baner ber ber DPMPTSP dengan
lumajangkab.g | reklame untuk 2021 2021 menyiapkan petugas
o.id standby di stempel yang selalu

tempat agar standby di kantor
pelayanan

dapat segera di

layani

5 | Melalui - - - - -
lapor.go.id
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3. Kegiatan Penanganan Pengaduan  Perizinan Juli Tahun 2022
WAKTU
PENANGANAN
NO JENIS PERMASALAHA| PENGADUAN TINDAK LANJUT KET
PENGADUAN N LAMA PENGADUAN
MASUK |PROSES
TL
1 elalui telepon - -
Eengaduan
PMPTSP
2 |Melalui media Tempat 8 8 Mare berikan tanggapanselesai
osial (Fesbuk )yang 2022 2022 i medsos denga
DPMPTSP menggunakan arahkan pengad
bahu jalan rayal n parkir ke OP
untuk lahan parkir. eknis vyaitu Dina
perhubungan dan untuk
penertibannya
diarahkan ke Satpol PP.
3 Melalui - - - -
ngaduan
angsung kel
antor
PMPTSP
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BAB il
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Bidang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Kegiatan Penyediaan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan beserta Tim Teknis terkait. Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan  Perizinan dari Januari 2021 s.d Juli 2022
sebanyak 5 permasalahan dengan status permasalahan selesai.
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